SALINAN

BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : Kpts. 55 / II /2024

TENTANG

ALOKASI BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN ATAS

Menimbang

KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN 2023

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja
Tidak Terduga, Belanja Tidak Terduga merupakan
belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau
tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya
yang telah ditutup dan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah termasuk belanja untuk keperluan mendesak;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12
huruf b Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
yang menyatakan apabila dana yang sudah disalurkan
tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran
berkenaan, maka dana tersebut harus dikembalikan dan
disetor ke Kas Bendahara Umum Daerah Pemerintah

Daerah dan dilaporkan;



Mengingat

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Alokasi Belanja Tidak Terduga
Untuk Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah
Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 8234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Kas Negara /Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022 tentang

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau

(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 39);

11.Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun

12.

2018 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor
42);

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pengeluaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan
Belanja yang Bersifat Wajib di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024

Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Alokasi Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Atas
Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun 2023.

Alokasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kesatu sebesar Rp. 179.480.684,-
(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus
Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat
Rupiah) untuk pengembalian sisa dana Bantuan
Keuangan Provinsi berupa Bantuan Keuangan untuk
Bantuan Keuangan Kecamatan, Bantuan Keuangan Gaji

Guru Bantu dan Bantuan Keuangan Rumah Layak Huni.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD) segera memproses
Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kedua berdasarkan pengajuan Surat Perintah

Membayar (SPM).



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Pencairan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kedua dilakukan dengan mekanisme
Langsung (LS).

Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua digunakan sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak
Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima
dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, berupa bukti
transfer.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
Anggaran 2024 (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2024).

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,
ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY




